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ABSTRAK

STUDI TERHADAP KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN
DI INDONESIA

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, Presiden memegang
kekuasaan pemerintahan tertinggi yang dalam melaksanakan kewajibannya
dibantu oleh seorang Wakil Presiden (UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Pasal 4 ayat (1), (2)). Pasal 4 ayat (2) ini menyebutkan “Dalam melakukan
kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Secara
konstitusional pasal ini memperlihatkan kedudukan dan tugas Wakil Presiden
sebagai pembantu Presiden. Istilah wakil adalah orang yang dikuasakan
menggantikan orang lain. Kedudukan sebagai pengganti ini dapat dilihat dalam
Pasal 8, “Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil
Presiden sampai habis masa jabatannya”. Dengan demikian kedudukan Wakil
Presiden menurut pasal tersebut adalah orang nomor dua setelah Presiden (the
second man).

Mengetengahkan sistem pemerintahan menurut UUD dimaksudkan untuk
mengetahui kedudukan jabatan Wakil Presiden dalam hubungannya dengan
Presiden ditinjau dari peran, tugas dan pertanggungjawabannya. Tugas dan
pertanggungjawaban tersebut terutama dilihat dalam prespektif figh siyasah.

Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (library research), dengan
pengumpulan data melalui penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait
dengan pokok pembahasan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian
ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Keppres Nomor 121
Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk
Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari dan Ketetapan MPR No.
ITI/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja LLembaga Tertinggi
Negara dengan/atan Lembaga-lembaga Tinggi Negara. Sedangkan data
sekundernya diperoleh dari buku-buku dan artikel pada media massa yang terkait
dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, dengan melakukan
analisis beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan kedudukan Wakil
Presiden dan melakukan penelusuran terhadap teks-teks al Qur’an dan hadis vang
berkaitan dengan masalah yang diteliti. D1 samping itu, digunakan juga
pendekatan politis dan historis.

Dengan metode tersebut diketahui bahwa kedudukan Wakil Presiden
dalam sistem pemerintahan Indonesia sama dengan kedudukan seorang wazir
dalam sistem kelatanegaraan Islam. Wakil Presiden dan wazir merupakan orang
kedua sctelah Presiden/Kepala Negara dalam pemerintahan, yang tugas dan
kewenangannya bergantung kepada pemberian dan pelimpahan tugas dari
Presiden. Schingga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang Wakil
Presiden adalah kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam
menjalankan pemerintahan.
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :

0543b/1987.

A. Konsonan Tunggal

158/1987 dan

viil

Huruf Arab| Nama Huruf Latin Nama
i Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- Ba’ B Be
& Ia T Te
& Sa S Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
& H H Ha (dengan titik di bawah)
r Kha’ Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
3 Zal Z Ze (dengan titik di atas)
2 Ra’ R Er
3 Zai Z Zet
U Sin S Es
o Syin Sy Es dan Ye
ua Sad S Es (dengan titik di bawah)
Ua Dad D De (dengan titik di bawah)
B Ta’ T Te (dengan titik di bawah)




BEY zZa’
g ‘ain
& Gain
- fa’
K Qaf
& Kaf
Jd Lam
A Mim
%) Nun
3 Waw
> Ha’
3 Hamzah
S Ya’

g

~ R

TR

-

Zet (dengan titik di bawah)
Koma terbalik di atas
Ge
Ef
Qi
Ka
*El
‘Em
‘En
w
Ha
Apostrof

Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

Badxla ditulis Muta addidah
3ac ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan tulis A
4Sa ditulis hikmah
YIRS ditulis Jizyah
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(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam

bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan A.

c-\,}!_g&ﬂ -‘Loi)S

Ditulis

Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutak hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan

dammah ditulis ¢

hill 318 ditulis Zakat al-fitr
D. Vokal Pendek
ek fathah Ditulis a
T Kasrah ditulis i
B2 " dammah i ditulis u |
E. Vokal Panjang
1. | fathah + alif ditulis a ]
idala ditulis jahiliyah
3. | Fathan+ ya’ mati ; ditulis a
(s ditulis tansa
3. | Kasrah + ya’ mati ditulis i i
a2 S ditulis karim
' 4. | Dammah + wawu mati ditulis o
U g ditulis furid




F. Vokal Rangkap

1. | Fathah + ya’ mati ditulis ai
A ditulis bainakum
2. Fafhah + wawu mati ditulis au
J s ditulis qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

‘535“ ditulis a’antum
e ditulis u’iddat
P‘JJ.S.-.’& Gl ditulis la’in syakartum |
H. Kata Sandang Alif +Lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah
oA ditulis al-Qur’an
ouldll ~ ditulis al-Qiyas

L.

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

¢ Lasad) ditulis as-Sama’
anal) ditulis asy-Syams 7
Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
wagdl 5 9d ditulis Zawi al-furud
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KATA PENGANTAR
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Segala puji bagi Allah swt sang penguasa alam semesta yang maha
pemurah atas segala karunia nikmat-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah cksistensi Wakil Presiden dalam pembahasan ilmu Hukum
Tata Negara hanya selalu menjadi bagian kecil dari seluruh uraian yang
dikemukakan. Padahal dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia Wakil
Presiden seringkali secara tiba-tiba muncul dipanggung politik nasional dan
mengambil peran. Sebagai contoh yang masih hangat dalam ingatan adalah
peristiwa peralihan kekuasaan dari Soeharto kepada Habibie pada bulan Mei
1998. Begitu pula dengan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri, yang
menggantikan posisi Presiden Abdurrahman Wahid melalui Sidang Istimewa
MPR 2001.

Dalam hal pergeseran kedudukan Wakil Presiden, sejarah
ketatanegaraan Indonesia mencatat bahwa dalam praktek ketatanegaraan
Indonesia pernah mengalami perihal kesamaan kedudukan Presiden pada masa
pemerintahan Soekarno-Hatta, ketika Wakil Presiden Mohammad Hatta atas
nama pemerintah mengeluarkan Maklumat Nomor X Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen memberikan
peran yang sangat besar atau memberi kedudukan yang sangat kuat kepada
Presiden schingga kekuasaan pemerintahan terpusat di bawah kendali seorang
Presiden (concentration of power and responsibility upon the president),
pengaturan yang demikian itu menjadikan kekuasaan eksekutif yang sangat

kuat. Bahkan dua orang Presiden Indonesia (Soekarno dan Soeharto) telah



menjadi penguasa yang otoriter karena besarnya kekuasaan yang dimiliki serta
tidak adanya kekuatan penyeimbang dari lembaga negara lainnya, sehingga
tidak ada mekanisme checks and balances. Wakil Presiden semata-mata hanya
diposisikan sebagai pembantu Presiden, karena UUD 1945 tidak memberikan
rambu-rambu yang tegas apa yang harus dikerjakan Wakil Presiden, sehingga
semua tugas Wakil Presiden digantungkan pada pemberian dari Presiden.'

Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid tuntutan agar memberi
peran yang lebih besar kepada Wakil Presiden muncul dari beberapa fraksi di
MPR pada saat sidang tahunannya dalam rangka penyampaian progress report
Presiden di MPR. Pada saat itu Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan
akan memberikan tugas yang lebih besar kepada Wakil Presiden Megawati.
Pernyataan Presiden tersebut kemudian menimbulkan berbagai tanggapan,
baik positif maupun tanggapan yang negatif.

Bersamaan munculnya tanggapan positif dan negatif tersebut muncul
pula berbagai tanggapan mengenai bentuk pengaturan pelimpahan tugas-tugas
tersebut. Di kalangan para anggota MPR menghendaki pengaturan tersebut
dibuat dalam bentuk ketetapan (Tap) Khusus, sedangkan pemerintah
menghendaki peraturannya dibuat dalam bentuk Keputusan Presiden
(K::p}:n‘es;).2

Keinginan pemerintah agar dibuat dalam bentuk Keppres didasarkan

atas pertimbangan bahwa masalah pelimpahan tugas dari Presiden kepada

' Ni'matul Huda. Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika
Perubahan UUD 1945, (Yogyakarta: FH UIl Press, 2004), him. 66

2 »TAP Khusus Persulit Wapres," http://www.indo-news.com, akses 15 Januari 2006




Wakil Presiden adalah merupakan masalah intern pemerintah dan merupakan
wewenang Presiden bukan merupakan wewenang MPR. Pada akhir Sidang
Tahunan MPR dicapai kata sepakat di antara anggota MPR bahwa pengaturan
tentang pelimpahan tugas dari Presiden kepada Wakil Presiden tidak diatur
dalam ketetapan MPR melainkan diserahkan sepenuhnya kepada pcmerintah.3

Tentang kedudukan Wakil Presiden ini sangatlah menarik untuk diteliti
jika dihubungkan dengan Keppres No. 121 Tahun 2000 tentang pelimpahan
tugas oleh Presiden kepada Wakil Presiden, karena dengan Keppres tersebut
terkesan seakan-akan Presiden tidak lagi bertanggungjawab terhadap
pelaksanaan pemerintahan sehari-hari karena sudah dilimpahkan kepada
Wakil Presiden.

Keppres No. 121 Tahun 2000 itu terdiri dari 6 pasal. Dari 6 pasal
tersebut yang berkaitan dengan substansi tugas Wakil Presiden adalah 3 pasal,
yaitu Pasal 1, 2, dan 3. Pada intinya isi ketiga pasal yang luas ini dapat
ditafsirkan bahwa kedudukan Wakil Presiden sama dengan kedudukan
Perdana Menteri dalam sistem parlementer.

Kedudukan dan tugas Wakil Presiden secara konstitusional terlihat
dalam Pasal 4 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945* yang

menyatakan bahwa "Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh

3 Ketetapan MPR No. VIIMPR/2000 tantang Laporan Lembaga-Lembaga Tinggi
Negara

4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebutan UUD 1945 pasca
amandemen sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Lihat Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review,
(Yogyakarta: UII Press, 2005), him. 66



satu orang Wakil Presiden™. Istilah wakil adalah orang yang dikuasakan
meggantikan orang lain.® Kedudukan sebagai pengganti ini dapat dilihat dalam
Pasal 8 ayat (1), yang menyatakan "Jika Presiden mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa
jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya".
Hal ini berarti, apabila Presiden berhalangan (sementara/tetap), Wakil
Presidenlah yang dengan sendirinya harus melakukan kekuasaan Presiden.
Perihal tugas-tugas Presiden yang dapat dilaksanakan oleh Wakil Presiden ini
diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2000 Tentang Penugasan
Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden
Berada Di Luar Negeri. Didalam Keputusan Presiden ini dijelaskan tugas-
tugas sehari-hari Presiden yang dilimpahkan kepada Wakil Presiden meliputi:
(a) Memimpin sidang kabinet; (b) memberikan pengarahan pelaksanaan
kebijakan kepada para menteri; (¢) Melakukan koordinasi dengan Pimpinan
Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; (d) menerima tamu negara; (e) melantik
duta besar dan berkuasa penuh RI dan menerima surat kepercayaan dari duta
besar pemerintahan negara asing; (f) meresmikan, membuka dan atau
menghadiri acara kenegaraan atau acara resmi lainnya; dan (g) tugas

pemerintahan sehari-hari.

* Amandemen Undang-Undang Dasar 19435 Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan
Keempat Dalam Satu Naskah, Pasal 4 ayat (2), (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005)

6 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, tt ), hlm. 1006



Dengan demikian kedudukan Wakil Presiden menurut UUD 1945
adalah orang nomor dua setelah Presiden (the second man)’ dan sering
diidentikkan dengan "ban serep".8

Tugas Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden dalam kapasitasnya
sebagai kepala negara apabila dihubungkan dengan Keppres No. 121 Tahun
2000 tersebut yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintahan
sehari-hari maka terkesan kedudukan Wakil Presiden sama dengan kedudukan
sebagai seorang Perdana Menteri. Dalam sistem parlementer Perdana Menteri
memimpin kabinet. Jika kesan ini menjadi kenyataan dikemudian hari, maka
sistem pemerintahan presidensiil yang dianut oleh UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 akan bergeser menjadi sistem parlementer.

Kedudukan Wakil Presiden jika dilihat dalam prespektif figh siyasah
akan menjadi hal yang berbeda. Karena dalam ilmu ketatanegaran Islam tidak
mengenal istilah Wakil Presiden yang merupakan jabatan kedua dalam
lembaga kepresidenan atau wilayah kekuasaan eksekutif. Dalam Islam, para
fugaha’ muslimin  memutlakkan  ungkapan al-wilayah  al-ammah
(kepemimpinan umum) kepada semua bentuk kekuasaan negara yang

dilaksanakan oleh para pejabat dan pegawai pemerintah, seperti kepala negara,

7 Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1 9435, (Yogyakarta:
Liberty, 1993), him. 37

% John N. Garner, Wakil Presiden (1933-1937) di bawah Presiden Franklin D. Roosevelt
menamakan seorang wakil Presiden sebagai a spare tire on the automobile of government (ban
serep pada mobil pemerintah). Oleh karena itulah penilaian politis masyarakat di Amerika
terhadap jabatan Wakil Presiden tidak begitu tinggi. Wakil Presiden hanyalah sebuah "ban serep”
saja. Selama mobil dapat berjalan, ban serep tidak diperlukan. Baru apabila Presiden meninggal
dunia timbul tugas dan kewajiban bagi Wakil Presiden. Sebagaimana ditulis 8. Tasrif,
Menegakkan Rule of Law Dibawah Orde Baru, (Jakarta: Perdin, 1971) dalam Ni'matul Huda,
Politik Ketatanegaraan., hlm. 64.



menteri, amir, muhtasib (pengawas), dan kepolisian. Mereka menggunakan
ungkapan ini untuk makna kekuasaan cksekutif atau pemerintahan secara
khusus.’

Dalam hal sistem pemerintahan sesungguhnya Islam tidak membuat
bentuk tertentu. Schab pemerintahan di negara [slam berbentuk sesuai tuntutan
rakyat dan atas dasar kemauannya. Maka pemerintahan Islam, sesuai kondisi
dan kebutuhan, terkadang dalam bentuk parlementer, presidensiil, atau
bentuk-bentuk lain. Islam tidak membatasi yang demikian itu melainkan
syarat yang mendasar yaitu harus ada pemerintahan yang berdasarkan
musyawarah. Sebab Islam dengan sifatnya yang bersih tidak menerima bentuk
kediktatoran atau tirani. Karena tabiat bentuk seperti ini pada dasarnya tidak
menekankan musyawarah, namun berlandaskan kedzaliman dan kesewenang-
wenangan, dan yang demikian itu merupakan tindakan yang ditolak oleh
Islam."’

Penelitian tentang kedudukan Wakil Presiden di Indonesia ini menjadi
penting, karena dalam sistem pemerintahan Indonesia posisi Wakil Presiden
tidak jelas, hanya sebagai the second man. Disamping itu, sejauh ini tidak
ada satupun aturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan Wakil

Presiden dalam hubungannya dengan Presiden atau lembaga-lembaga negara

lainnya.

® Samir Aliyah, Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Isiam, alih bahasa
Asmuni Solihan Z., (Jakarta; Khalifa, 2004), him. 52

0 1bid , him. 53



B. Pokok Masalah
Dari latar belakang di atas dapat penyusun rumuskan pokok masalah
sebagai berikut, yaitu :
Bagaimana kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan Negara

Indonesia 7

C. Tujuan dan Kegunaan
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui kedudukan Wakil
Presiden di Indonesia dalam hubungannya dengan Presiden ditinjau dari
fungsi, peran dan pertanggungjawabannya. (2) Untuk mengetahui tugas dan
kewenangan Wakil Presiden di Indonesia dilihat dari prespektif Islam,
prespektif institusional dalam ketatanegaraan Indonesia, dan dalam prespektif
sosial politik.
Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :
1. Menambah khazanah ilmu hukum, khususnya dalam lapangan hukum tata
negara dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam hal hubungan dan pembagian
tugas antara Presiden dan Wakil Presiden.
3. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pemikiran dalam khazanah

ilmu ketatanegaraan Islam

D. Telaah Pustaka
Masalah kedudukan Wakil Presiden mamang belum banyak mendapat

perhatian secara serius dalam kajian ilmu Hukum Tata Negara di Indonesia.



Setidaknya terlihat dari tidak adanya buku-buku yang secara khusus
membahas kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Buku-buku yang ada hanya membahas sekilas tentang Wakil Presiden. Seperti
buku Hubungan Tata Kerja Presiden dan Wakil Presiden Prespektif
Konstitusi karya Ellydar Chaidir.!! Pembahasan buku ini lebih menekankan
pada pola hubungan tata kerja Presiden dan Wakil Presiden yang dipetakan
menjadi tiga periode, yaitu periode 1945-1966, periode 1966-1998 dan
periode 1998—sekarang. Pola hubungan tata kerja Presiden dan Wakil Presiden
pada periode 1945-1966 dan periode 1966-1998 titik beratnya lebih banyak
didasarkan kepada hubungan personal antara Presiden dan Wakil Presiden,
sementara pada periode 1998-sekarang hubungan tersebut mulai dibangun
bukan hanya dalam bentuk hubungan personal saja, tetapi diorientasikan pada
pembangunan sistem hukum ketatanegaraan.

Demikian pula buku, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut
UUD 1945 yang ditulis oleh Dahlan Thaib.'? buku ini juga hanya membahas
sekilas tentang Wakil Presiden, dan pembahasannya hanya menyinggung
tentang hubungan Presiden dan Wakil Presiden serta posisi konstitusional
Wakil Presiden menurut UUD 1945. Pembahasan yang agak lengkap
mengenai Presiden dan Wakil Presiden disajikan oleh Ni'matul Huda dalam

bukunya Politik Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Terhadap Dinamika

'" Ellydar Chaidir, Hubungan Tata Kerja Presiden dan Wakil Presiden Prespektif
Konstitusi, (Yogyakarta: UIT Press, 2001)

12 Dahlan Thaib, /mplementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, (Yogyakarta:
Liberty, 1993)



Perubahan UUD 1945."3 Sebenarnya dalam buku ini pembahasannya lebih
ditekankan pada kajian dinamika perubahan UUD 1945 yang melahirkan
beberapa pergeseran mekanisme dan lembaga-lembaga baru dalam struktur
ketatanegaraan Indonesia. Tetapi Ni'matul Huda menempatkan pembahasan
khusus diseputar Presiden dan Wakil Presiden pada bab dua dalam buku ini.
Pembahasan tersebut meliputi kedudukan Presiden dan Wakil Presiden
menurut UUD 1945 sebelum amandemen dan UUD 1945 pasca amandemen,
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, kekuasaan Presiden, serta
pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden.

Sedangkan buku, Lembaga Kepresidenan’ * yang ditulis oleh Bagir
Manan secara khusus membabas seputar lembaga kepresidenan. Pembahasan
yang disajikan meliputi persyaratan Presiden, pengisian jabatan Presiden,
masa jabatan Presiden, Presiden berhalangan, pertanggungjawaban Presiden,
dan kekuasaan Presiden. Buku ini tidak sedikitpun membahas secara khusus
mengenai Wakil Presiden.

Demikian pula, pembahasan tentang kedudukan Wakil Presiden dalam
prespektif figh siyasah sejauh ini tidak ditemukan oleh penyusun. Buku yang
ditulis oleh Samir Aliyah dengan judul asli "Nizham ad-Daulah wa al-Qadha’

wa al-'Urf fi al-Islam" dalam edisi Indonesia berjudul Sistem Pemerintahan

3 Ni'matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika
Perubahan UUD 1945, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004)

¥ Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, (Yogyakarta: Gama Media dan Pusat Studi
Hukum UL, 1999)



10

Peradilan dan Adat dalam Islam"

lebih menckankan pada masalah
pemerintahan dan peradilan dalam Islam serta persoalan adat dan tradisi yang
terkadang diperdebatkan eksistensinya. Skripsi saudara Slamet Untung yang
berjudul “Kedudukan Keputusan Presiden dalam Prespektif Hukum Tata
Negara dan Hukum Islam”'® hanya menitik beratkan pada pembahasan
kedudukan keputusan Presiden yang dilihat menurut hukum tata negara dan
hukum Islam dan tidak sedikitpun menyinggung kedudukan Presiden dan
Wakil Presiden. Begitu juga skripsi “Kepemimpinan Negara Dalam Prespektif

Pemikiran Amien Rais™!’

yang hanya membahas tentang kepemimpinan
negara menurut Amien Rais yang meliputi beberapa pemikirannya tentang
kriteria sebagai pemimpin negara, sistem pemilihan pemimpin negara serta
gagasannya tentang kepemimpinan kolektif. Sedangkan skripsi yang disusun
oleh Yudi Hardus membahas tentang hubungan antar lembaga tinggi negara
vaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif terutama dalam kaitannya dengan
pemikiran Montesquei dan al Maududi. Dalam skripsi ini juga tidak diulas

mengenai kedudukan Wakil Presiden baik olch Montesquei maupun al

Maududi.'®

'S Samir Aliyah, Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam, alih bahasa
Asmuni Solihan Z., (Jakarta: Khalifa, 2004)

' Slamet Untung, "Kedudukan Keputusan Presiden dalam Prespektif Hukum Tata Negara
dan Hukum Islam," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah TAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2001).

17 Sidiastutik, "Kepemimpinan Negara Dalam Prespektif Pemikiran Amien Rais," skripsi
tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

18 yudi Hardus, "Hubungan antar Lembaga Negara (Kajian Pemikiran Montesquei dan al
Maududi)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).
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E. Kerangka Teoretik
Salah satu aspek yang dibicarakan dalam ilmu Hukum Tata Negara
adalah hubungan antar lembaga negara, baik horizontal maupun vertikal."”
Hubungan antar lembaga negaram itu merupakan salah satu materi muatan
dari setiap konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Setiap konstitusi selalu
memuat tiga materi pokok, yaitu (1) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi
manusia dan warga negara; (2) ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu
negara yang bersifat mendasar; (3) adanya pembagian dan pembatasan tugas
ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar.”'

Dalam pembicaraan mengenai hubungan antar lembaga tinggi negara
itu diulas mengenai kedudukan, tugas, dan wewenang hubungan satu sama
lain dari lembaga-lembaga negara tersebut. Di dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 pasca amandemen)
terdapat ketentuan tentang empat lembaga tinggi negara yaitu: (1) Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), (2) Presiden dan Wakil

Presiden, (3) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), (4) Kekuasaan Kehakiman

1 Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,
(Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988), him. 29

20 Hubungan antar lembaga negara itu disebut juga susunan ketatanegaraan. Lihat; Sri
Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 90

2 thid
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yang terdiri dari Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan
Komisi Yudisial (KY).”

Sistem bekerjanya lembaga-lembaga tersebut sangat bergantung
kepada sistem pemerintahan yang dianut oleh negara. Di dalam studi ilmu
negara dan ilmu politik dikenal adanya tiga sistem pemerintahan negara yaitu,
presidensiil, parlementer, dan referendum.” Secara garis besar prinsip-prinsip
presidensiil adalah (a) kepala negara menjadi kepala pemerintahan eksekutif;
(b) pemerintah tidak bertanggungjawab kepada parlemen (MPR); (c) menteri-
menteri diangkat dan diberhentikan serta bertangungjawab kepada presiden;
(d) eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.

Sedangkan di dalam sistem parlementer prinsip-prinsip yang dianut
adalah (a) kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan,
artinya Presiden lebih bersifat simbol nasional sebagai pemersatu bangsa; (b)
pemerintahan dijalankan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang
perdana menteri; (c) kabinet bertanggungjawab dan dapat dijatuhkan oleh
parlemen melalui mosi; (d) kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah
dibandingkan parlemen.

Di dalam sistem referendum badan eksekutif merupakan bagian dari
badan legislatif. Badan eksekutif merupakan badan pekerja dari lembaga

legislatif. Dengan demikian lembaga legislatif membentuk sub badan di

2 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan
Keempat Dalam Satu Naskah, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005), hlm. 50

3 pfoh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta: U
Press, 1993), him. 83
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dalamnya sebagai pelaksana tugas pemerintah. Oleh karena eksekutif
merupakan bagian dari lembaga legislatif maka lembaga ini tidak dapat
melakukan kontrol sebagaimana mestinya fungsi yang dimiliki lembaga
legislatif. Fungsi kontrol terhadap pemerintah dilakukan langsung oleh rakyat
melalui mekanisme referendum, oleh karena itu mekanisme ini dinamakan
sistem referendum. Sistem referendum ini dibagi menjadi dua macam, yaitu
referendum obligator dan referendum fakultatif. Referendum obligator adalah
referendum untuk menentukan setuju tidaknya rakyat terhadap sebuah
rancangan undang-undang (RUU) atau peraturan perundangang lainnya yang
baru. Referendum fakultatif adalah referendum yang meminta persetujuan
rakyat tentang sebuah peraturan perundang-undangan yang sudah ada
diteruskan atau dicabut.**

Dalam konstitusi Indonesia, setelah UUD 1945 mengalami perubahan
(pertama, kedua, ketiga dan keempat), sistem ketatanegaraan Indonesia
mengalami perubahan yang fundamental. Sistem pemerintahan presidensiil
lebih dipertegas, lembaga-lembaga negara ditata ulang dan seterusnya.”
Perubahan UUD 1945 juga membawa perubahan yang sangat fundamental
terhadap lembaga kepresidenan, baik mengenai mekanisme pemilihan,

kedudukan, kewenangan dan pf:mberhc:ntiann},fa.26

* Ibid., him. 84
5 Ni'matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia., hlm. 67

2 1bid.
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Dikatakan lebih dipertegas menganut sistem presidensiil karena pasal 4
ayat 1 dan pasal 17 menegaskan bahwa Presiden menjadi kepala pemerintahan
yang tidak bertanggungjawab kepada DPR. Pasal 17 menegaskan bahwa
menteri diangkat, diberhentikan dan bertanggungjawab kepada Presiden bukan
kepada DPR. Disamping karena dihilangkannya beberapa pasal dalam UUD
1945 yang mengandung substansi sistem parlementer seperti pasal 6 ayat 2
vang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dan
dalam penjelasannya kunci pokok ketiga yang menyatakan bahwa Presiden
bertanggungjawab dan tunduk kepada MPR serta wajib menjalankan putusan-
putusan MPR.

Mengetengahkan sistem pemerintahan menurut konstitusi tersebut
dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan jabatan Wakil Presiden ditinjau
dari fungsi, peran dan pertanggungjawabannya.”’ Kedudukan, fungsi, peran
dan pertanggungjawaban Wakil Presiden tersebut terutama dilihat dari
hubungannya dengan Presiden dan lembaga negara lainnya, misal MPR.

Kedudukan Wakil Presiden bila dihubungkan dengan Presiden terdapat
dua qu:mungkinan.28 Kemungkinan pertama Wakil Presiden sederajat dengan
Presiden dan kemungkinan kedua kedudukan Wakil Presiden berada dibawah
Presiden. Dalam praktek ketatanegaraan Indonesia pernah mengalami perihal

kesamaan kedudukan antara Presiden Sockarmno dan Wakil Presiden

" Bagir Manan dan Kuanta Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia,
{Bandung: Alumni, 1997), hlm. 21

2 Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi
Indonesia, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 1999), him. 107
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Mohammad Hatta. Di zaman pasca orde baru muncul kembali pemikiran-
pemikiran tentang pemberdayaan Wakil Presiden. Bahkan sempat muncul
pemikiran posisi Wakil Presiden ditempatkan sebagai kepala pemerintahan,
sedangkan Presiden ditempatkan sebagai kepala negara.

Dalam khazanah ilmu ketatanegaraan Islam, lembaga kepresidenan
yang merupakan wilayah kekuasaan eksekutif oleh para fugaha' muslimin
menyebutnya dengan istilah al-wilayah al-ammah (kepemimpinan umum)
kepada semua bentuk kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh para pejabat
dan pegawai pemerintah, seperti kepala negara, menteri, amir, muhtasib
(pengawas), dan kepolisian.zg

Istilah Wakil Presiden tidak dikenal dalam ketatanegara Islam, tetapi
menggunakan istilah wazir (menteri) yang merupakan jabatan kedua setelah
kepala nc:gara.30 Kata wazir secara etimologi adalah dari akar kata wizr,
artinya: beban. Sebab menteri mengemban beban pemerintahan, atau dari kata
wazar, artinya tempat penyandaran. Sebab raja bersandar kepada pendapat
menteri dan bantuannya, atau dari kata azr, artinya punggung. Sebab raja
dikuatkan dengan menterinya sebagaimana badan dikuatkan dengan
punggugnya.3 ! Para penulis muslim memberikan pengertian wazir dengan

makna "pertolongan" dan "bantuan” yang berasal dari kata muwazarah.”

2 Qamir Aliyah, Sistem Pemerintahan., him. 52
30 M. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), him. 210

31 A] Mawardi, "Al Ahkam As Sulthaniyah" dalam Samir Aliyah, Sistem Pemerintahan.,
him. 61

2 gamir Aliyah, Sistem Pemerintahan., him. 62
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Menurut Al Mawardi terdapat dua macam wazir yaitu, wazir tafwid
dan wazir tanfiz. Wazir tafwid adalah pembantu utama kepala negara dengan
kewenangan atau kuasa, tidak saja untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan
yang sudah digariskan oleh kepala negara, tetapi juga ikut menggariskan atau
merumuskan kebijakan-kebijakan itu bersama-sama dengan kepala negara dan
juga membantunya dalam menangani urusan rakyat.>

Sedangkan wazir tanfiz, kewenangannya jauh berkurang dari pada
wazir tafwid. Dia hanya pelaksana kebijakan negara dan penghubung antara
kepala negara dan pejabat-pejabat tinggi negara dan rakyat, menyampaikan

kepada mereka apa yang diperintahkan oleh kepala negara.34

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research),
yaitu penelitian yang menelaah bahan-bahan pustaka baik berupa buku,
peraturan perundang-undangan, ensiklopedi, jurnal, majalah, media online,
dan sumber lain yang relevan dengan topik yang dikaji.3 7 Sedangkan sifat

penelitian ini adalah deskriptif-analisis.

¥ Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta:
Ul-Press, 1990), him. 66

* Ibid.

35 Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), him. 61
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2. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka
sumber data yang dipergunakan adalah didasarkan kepada studi literatur
yang terdapat diperpustakaan. Sumber data primer dalam penelitian ini
diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan masalah yang dikaji. Peraturan perundangan tersebut antara lain:

a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Keputusan Presiden No. 121 Tahun 2000 Tentang Penugasan Presiden
Kepada Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas T eknis
Pemerintahan Sehari-hari.

c¢. Ketetapan MPR No. lII/MPR/1978 Tentang Kedudukan dan Hubungan
Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Lembaga-lembaga
Tinggi Negara.

Sedangkan data skundernya diperoleh dari buku-buku, koran,
majalah dan data-data dari media massa dan media informasi lainnya yang
terkait dengan penelitian ini.

3. Metode Analisa Data

Data yang telah terkumpul akan dilakukan analisis secara kualitatif

dengan menggunakan instrumen cara berfikir deduktif.*®
4. Pendekatan
Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan

yuridis-normatif, dengan melakukan analisis beberapa peraturan

3% Cara berfikir deduktif adalah menjelaskan berbagai peraturan yang bersifat umum
menjadi lebih khusus



perundangan yang berkaitan dengan kedudukan Wakil Presiden dan
melakukan penelusuran terhadap teks-teks Al Qur'an dan hadis yang
berkailan masalah yang diteliti. Disamping itu juga digunakan pendekatan
politis dan historis. Pendekatan politis adalah suatu pendekatan dengan
menganalisis dan mencermati kemauan-kemauan yang berkembang dalam
kehidupan ketatanegaraan dewasa ini. Pendekatan historis digunakan
untuk melihat praktek kehidupan penyelenggaraan negara di masa lalu,
karena dimasa awal kemerdekaan pernah terjadi masalah yang hampir
sama dalam hal kedudukan Wakil Presiden, vaitu ketika Wakil Presiden
Moh. Hatta ikut serta dalam penyelenggaraan negara dengan

mengeluarkan Maklumat Pemerintah No. X Tahun 1945.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini agar terarah secara
metodis, penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, bab ini merupakan tahapan awal dalam suatu penelitian.
Bab ini terdiri dari beberapa sub bab vang saling terkait, dimulai dari latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kemudian telaah
pustaka yang menjelaskan seberapa jauh penelitian ini telah dibahas oleh
orang lain dan apa yang membedakan penelitian ini dengan yang lain.
Kemudian dipaparkan tentang kerangka teoritik, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun menempatkan pembahasan tentang distribusi

kekuasaan dalam Islam yang mencakup pembahasan mengenai prinsip-prinsip
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penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam dan pembagian kekuasaan negara
dalam Islam, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Bab ketiga, dalam bab ini akan dibahas tentang kedudukan Wakil
Presiden menurut sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang
memuat pembahasan mulai sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD
1945, kedudukan Wakil Presiden menurut UUD 1945, serta tugas dan
kewenangan Wakil Presiden. Tugas dan kewenangan tersebut dilihat dalam
prespektif Islam, prespektif institusional dalam ketatanegaraan Indonesia, dan
dalam prespektif sosial politik.

Bab keempat, merupakan penutup dari pembahasan penelitian ini, yang

berisikan kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian ini.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Wakil Presiden dalam hubungannya dengan Presiden di dalam
sistem pemerintahan Indonesia adalah tidak sederajat, yang peran dan
tugasnya ditentukan atas pembagian kerja antara Presiden dan Wakil
Presiden. Kedudukan yang tidak sederajat ini menunjukkan lembaga
kepresidenan sebagai penyelenggara pemerintahan bersifat tunggal (single
executive). Sehingga dengan demikian, pertanggungjawaban  Wakil
Presiden adalah kepada Presiden.

9 Dalam konstitusi Indonesia Wakil Presiden adalah pembantu Presiden
dalam menjalankan tugas baik sebagai kepala negara maupun sebagai
kepala pemrintahan. Kedudukan sebagai pembantu ini tidak bertentangan
dengan hukum Islam. Dalam Islam diperintahkan agar setiap kepala
negara mengangkat seorang pembantu untuk membantu dalam
melaksanakan tugas pemerintahan. Pertanggungjawaban  seorang
pembantu kepala negara di dalam sistem pemerintahan Islam adalah
kepada kepala negara, sehingga Wakil Presiden di Indonesia harus
bertanggungjawab kepada Presiden selaku kepala negara. Wakil Presiden

harus memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan sendiri dalam
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koridor pelaksanaan tugas yang didelegasikan oleh Presiden, yang

kebijakannya tetap harus dipertanggungjawabkan kepada Presiden.

B. Saran-saran

1. Tap MPR No. II/'MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata
Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan /atau Antar Lembaga-Lembaga
Tinggi Negara tidak mengatur pembagian kerja antara Presiden dan Wakil
Presiden. Bunyi pasal-pasalnya juga tidak terlalu jauh berbeda dengan apa
yang telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Misalnya Wakil Presiden menjadi pembantu Presiden dalam menjalankan
pemerintahannya. Untuk menghindari penafsiran yang terlalu berancka
ragam, maka perlu Undang-Undang yang membagi kerja antara Presiden
dan Wakil Presiden. Tentang pembagian kerja antara Presiden dan Wakil
Presiden ini tidak pernah disinggung sama sekali oleh para ahli hukum tata
negara.

2. Disamping adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pembagian
kerja antara Presiden dan Wakil Presiden, masih juga diperlukan
pengaturan-pengaturan yang bersifat teknis berkenaan dengan pelaksanaan
tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden. Wadah hukum pengaturan
tersebut dapat berbentuk Keppres atau dalam bentuk Perpres. Tugas-tugas
Wakil Presiden dapat berupa  melaksanakan penyelenggaraan
pemerintahan yang bersifat umum, misalnya melaksanakan tugas teknis

pemerintahan sehari-hari.
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LAMPIRAN I

NO

BAB

FN

HLM

TERJEMAHAN 1

I1

21

Dan orang-orang yang menerima seruan Tuhannya,
dan mendirikan salat, sedang urusan mereka
(diputuskan) dengan musyawarah, dan mercka
membelanjakan sebagian dari rezeki yang telah
Kami berikan kepada mereka.

I

21

Maka dengan sebab rahmat dari Allah engkau
berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya
engkau bersikap keras dan berhati kasar, niscaya
mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu.
Karena itu, maaftkanlah mereka, dan mohonkanlah
ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah
dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian
apabila engkau telah membulatkan tekad, maka
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang bertawakkal.

('S

I

22

Dan berpeganglah kamu semua kepada tali
(agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai,
dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika
kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan,
maka Allah menjinakkan antara hatimu, lalu
menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang
yang bersaudara.

II

10

23

Dan bahwa orang Yahudi yang mengikuti kami
akan memperoleh hak perlindungan dan hak
persamaan tanpa ada penganiayaan dan tidak ada
orang yang membantu musuh mereka.

1

11

23

Wahai manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhan
kamu satu dan bapak kamu satu. Ingatlah tidak ada
keutamaan orang Arab atas orang bukan Arab,
tidak ada keutamaan orang bukan Arab atas orang
Arab, orang hitam atas orang berwarna, orang
berwarna atas orang hitam, kecuali karena
takwanya.

11

20

27

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu.




11

3l

35

Dan sesungguhnya Kami telah memberikan al-
Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah
menjadikan Harun, saudaranya, menyertai dia
sebagai wazir (pembantu).

I1

38

35

Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari
keluargaku. (Yaitu) Harun, saudaraku.
Teguhkanlah dengan dia kekuatanku. Dan
jadikanlah dia sekutu dalam urusanku.

11

42

37

Allah  menciptakan dunia untuk pedang
(kekuasaan/militer) dan pena (ilmu/administrasi).
Dan Dia meletakkan pedang di bawah pena.

10

11

44

69

Dari Ibnu Abu Husain dariu al-Qasim Ibnu
Muhammad berkata: Aku mendengar bibiku
berkata: "Rasulullah saw bersabda: "siapa yang
diantara kamu yang mempunyai suatu kekuasaan,
kemudian Allah menghendaki kebaikannya, maka
Allah akan memberinya seorang menteri yang
baik, jika ia lupa, maka menterinya akan
mengingatkannya, jika ia ingat, maka menterinya
akan membantunya”.

11

I1I

45

69

Dan sesungguhnya Kami telah memberikan al-
Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah
menjadikan Harun, saudaranya, menyertai dia
sebagai wazir (pembantu).

12

111

46

69

Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari
keluargaku. (Yaitu) Harun, saudaraku.
Teguhkanlah dengan dia kekuatanku. Dan
jadikanlah dia sekutu dalam urusanku.

13

11

51

71

Dan orang-orang yang menerima seruan Tuhannya,
dan mendirikan salat, sedang urusan mereka
(diputuskan) dengan musyawarah, dan mereka
membelanjakan sebagian dari rezeki yang telah
Kami berikan kepada mereka.

11




LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH
Imam al Mawardi

Nama lengkapnya ialah Abu Hasan Ali ibn Habib al Mawardi al Bashri
(364 H/975 M — 450 H/1059 M). Beliau dilahirkan dari bangsa Arab di Bashrah
yang merupakan salah satu kota yang menjadi pusat peradaban Islam, pada 364
H/975 M. Pendidikan dasarnya diperoleh di Basrah. Dalam pendidikannya al-
Mawardiy mendalami ilmu tata bahasa (nahwu), syair, ilmu kalam, tasawuf, tafsir,
dan periwayatan hadis.

Selanjutnya al-Mawardiy mendalami masing-masing bidang studi dengan
guru yang ahli di bidangnya, khususnya di Basrah dan Bagdad. Untuk ilmu figih
al-Mawardiy berguru dengan Abu Qasim Abdul Wahid al-Saimari (wafat tahun
386 H), dalam bidang ilmu kalam dan hadis beliau berada dalam bimbingan
seorang guru bernama Hasan bin Ali bin Muhammad al-Jabali, Muhammad bin
Adi bin Zaji al-Mingari dan Muhammad bin Mu’alla al-Adzdi. Dalam bidang
kajian hukum, nahwu dan syair al-Mawardiy berada dalam bimbingan Abu
Muhammad Abdullah al-Bafi bermazhabkan syafi’i yang kemudian mengantarkan
beliau menjadi seorang tokoh ahli figih yang bermazhab syafi’i.

al-Mawardiy termasuk penulis produktif, banyak karya-karya beliau dalam
berbagai disiplin ilmu, diantaranya kitab Al-hdwiy al-Kabir fi al-Furu', Al-Iqna’,
Alam an-Nubuwwah, Addb ad-Dunya wa ad-Din. Buku-buku dalam bidang sosial
dan politik antara lain Al-Ahkdm as-Sultaniyah, Qawdnin al-Wuzarah wa Siyasah
al-Muilk, Tazhil an-Nazar wa al-Ta’dil az-Zafar, Nasihat al-Muluk. Buku-buku
tentang bahasa dan sastra antara lain F7 al-Nahwi, Al-Ams’ al wa al-Hikdm, Addb
al-Takallum, Adab al-Qddiyv, Ma'rifat wa al-Qada’il. Salah satu karya yang
paling menonjol dan mendapat sambutan cukup hangat di dunia Islam adalah A/-
Ahkam as-Sultaniyah.

Abu A'la al Maududi

Nama lengkapnya ialah Maulana Sayid Abu al-A’la al-Maududi. Beliau
dilahirkan pada tanggal 3 Rajab 1321 H / 25 September 1903 M di Aurangabad
yang sekarang termasuk negara bagian Andrha Prades, India. Ia dilahirkan
ditengah-tengah keluarga Syarif (keluarga tokoh muslim India Utara) dari Delhi.
Kelurga ini keturunan wali sufi besar tarekat chisti yang membantu menanamkan
benih islam di India. Keluarga maududi pernah dekat dengan keluarga Istana
Mughal, khususnya selama pemerintahan Bahadur Syah Zafar, penguasa terakhir
dinasti itu.

Semasa kecilnya al Maududi belajar di rumah, diajar dan dididik sendiri
oleh ayahnya, Ahmad Hasan. Mereka mendidiknya dengan system pendidikan
klasik dengan diajarkan bahasa Arab, Persia, dan Urdu. Kemahirannya berbahasa
Arab telah membuatnya mampu menerjemahkan al-Mir’at al Jadidah karya Qosim
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Amin ke bahasa Urdu. Setelah memperoleh pendidikan dasarnya dirumah, pada
usia sebelas tahun ia melanjutkan studinya di sekolah modern, Madrasah
Fauganiyah di Aurangabad, yang memadukan sistem pendidikan Barat dengan
sistem pendidikan Islam tradisional. Al Maududi menyelesaikan pendidikan
menengahnya dengan sukses dan ia memperoleh gelar maulawi (gelar akademik
di India). Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi Dar al-
Ulum Doeband, suatu lembaga pendidikan yang mencetak ulama-ulama besar dan
berpengaruh di India pada waktu itu. '

Perkuliahannya di Dar al Ulum Doeband itu hanya diikutinya selama enam
bulan, karena ia harus merawat ayahnya yang sakit parah hingga membawanya
menemui ajalnya. Sehingga masa pendidikan formal al Maududi hanya sampai di
situ. Namun demikian, hal itu tidak mematahkan semangatnya untuk meneruskan
pendidikan secara autodidak di luar lembaga-lembaga formal. Pada permualaan
tahun 1920-an al Maududi telah menguasai bahasa arab, Persia, dan Inggris
disamping bahsa urdu, sebagai bahasa ibunya. Kemahiran dalam beberapa bahasa
penting ini sangat membantu al Maududi untuk mempelajari masalah-masalah
yang menjadi perhatiannya.

Al Maududi adalah seorang pembicara yang ulung dan penulis yang
produktif, khususnya dalam bidang agama. Gagasan-gagasannya tentang islam,
termasuk teori kenegaraannya ditulis melalui majalah Tarjuman Al-Qur'an,
risalah-risalah serta buku-buku. Dari sekian banyak karya tulis al-Maududi, selain
buku pertamanya yang berjudul Perang dalam Islam, juga terdapat enam risalah
dan satu buku yang berkaitan dengan gagasannya tentang kenegaraan. Enam
risalah tersebut adalah Teori Politik Islam, Metode Revolusi Islam, Hukum Islam
dan Cara Pelaksanaannya, Kodifikasi Konstitusi Islam, Hak-Hak Golongan
Dzimmi dalam Negara Islam, dan Prinsip-Prinsip Dasar bagi Negara Islam.
Sedangkan satu buku tersebut adalah buku yang berjudul Pemerintah Islam.

Bagir Manan

Lahir di Kalibalangan, Lampung Utara pada tanggal 6 Oktober 1941.
pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di daerah asalnya (Lampung).
Setelah merath gelar sarjana (1967) di Fakultas Hukum UNPAD, Bagir Manan
diangkat sebagai Dosen tetap di almamaternya. Mantan aktivis HMI yang meraih
gelar Master of Comparative Law (MCL) di Texas (1981) ini pernah mengikuti
English Language and Orientation Program di Boston University USA (1980) dan
Sandwich Program di Belanda (1988-1989). Bagir Manan pernah mendapat
penghargaan Satya Lencana Penegak dari Menteri Pertahanan dan Keamanan
pada tahun 1967. Beliau juga aktif mengajar di Fakultas Hukum (S1) dan Program
Pascasarjana (S2) di beberapa perguruan tinggi, antara lain UL, ITB, UNISBA,
STH (Sekolah Tinggi Hukum) Bandung/Sukabumi, dan program pendidikan Ahli
Perundang-undangan Departemen Kehakiman. Jabatan yang pernah dipegang
antara lain sebagai anggota DPRD Kota Madya Bandung (1968-1971), staf
Menteri Kehakiman RI (1974-1976), Dekan FH UNISBA (1977-1979), Pembantu
Rektor UNISBA (1981-1984) dan sckarang masih menjabat sebagai Ketua
Mahkamah Agung RI.
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Beberapa karyanya antara lain Pertumbuhan dan Perkembangan
Konstitusi Suatu Negara (1995), Lembaga Kepresidenan (1999), Beberapa
Masalah Hukum Tata Negara Indonesia (1993).

Ni'matul Huda

Ni'matul Huda lahir di Blitar, Jawa Timur, pada 2 Februari 1964.
Menyelesaikan studi kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
(UIl), Yogyakarta pada tahun 1988 dan Program Magister [lmu Hukum di
Pascasarjana Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung pada tahun 1997,
Kariernya di bidang pendidikan diawali sebagai pengajar tetap yayasan pada
Fakultas Hukum, tahun 1990 dan Parogram Magister S2 Ilmu Hukum pada tahun
2001 UIl, Yogyakarta. Ia pernah menjabat di lingkungan Fakultas Hukum UII
sebagai Ketua Departemen Hukum Tata Negara (1995- 1998). kepala Pusat
Pendidikan dan Latihan Laboratorium (1998-2000), Kepala Pusat Studi Hukum
(2000-2002), dan Kepala Bidang Adiministrasi dan Keuangan Program Magister
(S2) llmu Hukum UII (2001- 2003).

Ni'matul Huda termasuk penulis yang produktif terutama dalam bidang
Hukum Tata Negara. Buku yang pernah ditulis antara lain: Pemilu dan Lembaga
Perwakilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (editor) (1992), Sistem
Pemerintahan Parlementer dan Presidensiil (1995), Hukum Tata Negara; Kajian
Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia (1999), Teori dan Hukum
Konstitusi (1999), Politik Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Terhadap Dinamika
Perubahan UUD 1945 (2003), dan Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial
Review (2005).

Jimly Asshiddiqie

Jimly Asshiddiqie dilahirkan di Palembang pada tanggal 17 April 1956.
setelah menamatkan pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya, ia
kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1977-1982). Sejak tahun 1984 ia
meneruskan pendidikan S2 dan S3 pada Fakultas Pascasarjana Bidang llmu
Hukum Universitas Indonesia hingga memperoleh gelar Doktor pada tahun 1993.

Pekerjaan utamanya adalah menjadi guru yang dijalaninya sejak masih
duduk di SLA. Sekarang, selain mengajar di Fakultas Hukum dan Fakultas
Pascasarjana Universitas Indonesia, ia juga mengajar di Fakultas Hukum
Universitas Islam As-Syafi'iyah (UIA), Jakarta. la juga sebagai pengajar luar biasa
pada Fakultas Pascasarjana Universitas Sriwijaya Palembang dan Universitas
Muhammadiyah Jakarta, dan Program Dokior Ilmu Hukum Universitas Islam
Indonesia (UIl) Yogyakarta. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas
Indonesia ini sebelumnya aktif sebagai salah seorang tim Ahli Pemerintah untuk
menyusun RUU Mahkamah Konstitusi dan juga sebagai Tim Ahli Badan Pekerja
MPR dalam proses amandemen UUD 1945. Pada tahun 2003, ia dipilih sebagai
Ketua Mahkamah Konstitusi.

Beberpa karya ilmiah yvang sudah diterbitkan dalam bentuk buku antara
lain: Gagasan Kedaultan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di



Indonesia (1994), Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (1995 dan 1996),
Islam dan Kedaulatan Rakyat (1995), Pergumulan Peran Pemerintah dan
Parlemen dalam Sejarah (1996), Peran Parlemen di Masa Depan (1997), Agenda
Pembangunan Hukum di Abad Globalisasi (1997), Teori dan Aliran Penafsiran
Hukum Tata Negara (1997), Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan
Keempat (2002), dan Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan
Dalam UUD 1945 (2004).
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LAMPIRAN III
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 121 TAHUN 2000
TENTANG
PENUGASAN PRESIDEN KEPADA WAKIL PRESIDEN
UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS PEMERINTAHAN SEHARI-HARI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam sistem pemerintahan negara yang dianut oleh
Undang-Undang Dasar 1945, Presiden ialah penyelenggara
Pemerintah Negara vyang tertinggi di bawah Majelis
Permusyawaratan Rakyat;

b.bahwa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan
tanggungjawab kekuasaan pemerintah, Presiden dibantu oleh
Wakil Presiden;

c.bahwa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan
tanggungjawab kekuasaan pemerintah, Presiden melakukan
fungsi pengambilan keputusan kebijakan dan fungsi
pelaksanaan kebijakan pemerintah;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas
penyelenggaraan pemerintah, dipandang perlu memberi tugas
kepada Wakil Presiden untuk membantu melakukan fungsi
pelaksanaan kebijakan pemerintahan khususnya dalam
melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari;

€. bahwa dalam memperhatikan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang
Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada
Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Tahun 2000 beserta lampirannya dan usul-usul dari
Wakil Presiden Republik Indonesia;

f. bahwa karena itu memandang perlu menetapkan Keputusan
Presiden tentang Penugasan Presiden kepada Wakil Presiden
untuk melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan sehari-hari.

Mengingat :1. Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat  Nomor
II/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja
Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antara Lembaga-
Lembaga Tinggi Negara;

MEMUTUSKAN
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Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENUGASAN PRESIDEN
KEPADA WAKIL PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS
TEKNIS PEMERINTAHAN SEHARI-HARI.

Pasal 1

Memberi tugas kepada Wakil Presiden untuk membantu Presiden menjalankan
fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintahan, khususnya dalam melaksanakan
tugas teknis pemerintahan sehari-hari.

Pasal 2

Dalam membantu Presiden menjalankan fungsi pelaksanaan pemerintahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Wakil Presiden bertugas:

a.menyusun program dan agenda kerja kabinet serta menentukan fokus dan
prioritas kebijakan pemerintahan;

b.memimpin sidang kabinet, menyimpulkan hasilnya, dan menjelaskannya
untuk diketahui seluruh rakyat;

¢. memberi pengarahan dan petunjuk kepada para anggota kabinet;

d. memantau, mengawasi, dan menilai kerja para anggota kabinet dalam
melaksanakan program dan agenda kerja kabinet,

e. melakukan koordinasi dengan lembaga tinggi negara lainnya untuk
memperlancar tugas penyelenggaraan pemerintahan;

f. mengambil keputusan operasional dalam rangka pelaksanaan tugas teknis
pemerintahan sehari-hari; dan

d. menandatangani surat keputusan yang berisi kebijakan penetapan yang
disetujui oleh Presiden.

Pasal 3

Surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g meliputi :

a. keputusan tentang struktur organisasi departemen dan lembaga pemerintah
nondepartemen,;

b. keputusan tentang pengangkatan para pejabat eselon | pada departemen
pemerintahan dan lembaga pemerintahan nondepartemen, serta jabatan-
jabatan dalam struktur organisasi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku harus dilakukan melalui Keputusan Presiden;

c. keputusan tentang kenaikan pangkat dan/atau pemberhentian/pensiun
pegawai negeri sipil serta perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku harus dilakukan melalui Keputusan Presiden;

d. keputusan pengesahan gubernur sebagaimana telah ditetapkan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2,
dan Pasal 3, Wakil Presiden menggunakan fasilitas, dukungan staf, dan
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pelayanan administrasi dari Sekretariat yang sehari-hari membantu Presiden,
dan bilamana perlu dibantu oleh staf Sekretariat yang sehari-hari membantu
Wakil Presiden.

Pasal 5

Wakil Presiden melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 secara berkala dan sewaktu-waktu bila dipandang
perlu.
Pasal 6
Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
berakhirnya masa jabatan Presiden periode Tahun 1999-2004.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID



LAMPIRAN IV

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KEDUDUKAN

NOMOR : lI'MPR/1978
TENTANG
DAN HUBUNGAN TATA-KERJA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA

DENGAN/ATAU ANTAR LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA

MAJELI

Menimbang : g

Mengingat 1.

Memper-
hatikan 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
S PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa demi terselenggaranya hubungan tata-kerja yang sebaik-

haiknya dalam pelaksanaan tugas Lembaga Tertinggi Negara
dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, perlu diadakan
ketentuan-ketentuan pokok yang mengaturnya berdasarkan kedudukan
dan fungsi Lembaga masing-masing;

. bahwa oleh karena itu perlu adanya Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat yang keanggotaannya diresmikan pada
tanggal 1 Oktober 1577, yang mengatur kedudukan dan hubungan
tata-kerja itu demi penghayatan dan pengamalan kehidupan
kenegaraan yang demokratis-konstitusional berlandaskan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 Presiden.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 16, Pasal 19 sampai dengan Pasal 23
ayat (1) dan ayat (5), Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945;

. Keputusan-keputusan MPR-RI No: 1/MPR/1877, No: IIMPR/1S77, No:

4/MPR/M 977, No: 1/MPR/1978 dan No: 2/MPR/1978;

. Ketetapan MPR-Rl Nomor: 1/MPR/1973 dihubungkan dengan

Keputusan MPR-RI No: 2IMPR/MS77. .

. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan

Rakyat bulan Maret 1978 yang membahas Rancangan Ketetapan
tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi
Negara denganfatau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara yang



dihasilkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;

2. Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 21-22 Maret 1978 Sidang Umum
Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1978.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA-KERJA
LEMBAGA TERTINGGI NEGARA DENGAN/ATAU ANTAR LEMBAGA-
LEMBAGA TINGGI NEGARA

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1). Yang dimaksud dengan Lembaga Tertinggi Negara dalam Ketetapan ini ialah Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya dalam ketetapan ini disebut Majelis.

(2). Yang dimaksud dengan Lembaga-lembaga Tinggi Negara dalam Ketetapan ini,
sesuai dengan urut-urutan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, ialah :
a. Presiden.

Dewan Pertimbangan Agung.
Dewan Perwakilan Rakyat.
Badan Pemeriksa Keuangan.
Mahkamah Agung.
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Pasal 2

Kedudukan dan Hﬁbungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar
Lembaga-lembaga Tinggi Negara diatur pada pasal-pasal berikut berlandaskan Undang-
Undang Dasar 1945

BAB I

KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA-KERJA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA
DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGG!I NEGARA

Pasal 3
(1). Majelis sebagai penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia adalah pemegang kekuasaan

Negara Terlinggi dan pelaksana dari Kedaulatan Rakyat. =

(2). Majelis Memilih dan mengangkat Presaden!Mandatarts dan Waki Presiden untuk
membantu Presiden.
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(3). Majelis memberikan mandat untuk melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara

dan putusan-putusan Majelis iainnya kepada Presiden.

Pasal 4

Majelis dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya, karena :
a. Atas Permintaan sendiri.

b. Berhalangan tetap.

¢. Sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara.

Pasal 5

(1). Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis dan pada akhir masa

(2).

jabatannya memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Haluan Negara
yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis dihadapan Sidang Majelis.
Presiden wajib memberikan pertanggungjawaban dihadapan Sidang Istimewa
Majelis yang khusus diadakan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden dalam

pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau
Maijelis.

Pasal 6
Apabila Wakil Presiden bernalangan tetap, maka Presiden dan/atau Dewan

Perwakilan Rakyat dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk memilih
Wakil Presiden,

(1)

(2).

(3).

(4).

(1).

Pasal 7

Dewan Perwakilan Rakyat yang seluruh anggotanya adalah Anggota Majellis
berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka
pelaksanaan Haluan Negara.

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menganggap Presiden sungguh melanggar
Haluan Negara, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum
untuk mengingatkan Presiden.

Apabila dalam waktu tiga buian Presiden tidek memperhatikan memorandum Dewan
Perwakilan Rakyat tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka Dewan Perwakilan Rakyat
menyampaikan memorandum yang kedua.

Apabila dalam waktu satu bulan memorandum yang kedua tersebut pada ayat (3)
pasal ini, tidak diindahkan olen Presiden. maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat
meminta Majelis mengadakan Sidang stimewa untuk meminta Pertanggungjawaban
Presiden ;

BAB lll

HUBUNGAN TATA-KERJA ANTAR LEMBAGA-LEMBAGA
TINGG! NEGARA

Pasal 8

Presiden ialah penyelenggara Kekuasaan Pemerintahan Negara Tertinggi di bawah-
Mejeiis, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden.
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(2)

(3)

(4)

(6)
(7)

()
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
(3)

{4)

. Hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden diatur dan ditentukan oleh
Presiden dibantu oleh Wakil Presiden

. Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Undang-undang
termasuk menetapkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang,
membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
. Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
. Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 9
. Dewan Pertimbangan Agung adalah sebuah Badan Penasehat Pemerintah.

. Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan
Presiden.

. Dewan Pertimbangan Agung berhak mengajukan usul dan wajib mengajukan
pertimbangan kepada Presiden.

Pasal 10

. Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan yang memeriksa tanggung jawab
tentang keuangan Negara, yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari
pengaruh dan kekuasaan pemerintah. akan tetapi tidak berdiri di atas pemerintah.

. Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.

. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat; cara-cara pemberitahuan itu lebih ianjut ditentukan bersama oleh
Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 11

. Mahkamah Agung adalah Badan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang
dalam pelaksanaan tugasnya. terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dan
pengaruh-pengaruh lainnya.

. Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang
hukum. baik diminta maupun tidak, kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

. Mahkamah Agung memberikan nasehat hukum kepada Presiden/Kepala Negara
uniuk pemberian/penolakan grast.

. Mahkamah Agung mempunyal wewenang menguji secara materil hanya terhadap
peraturan-peraturan perundangan di bawah Undang-undang.

BAE IV

HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF DAN KEDUD“UKAN
PROTOKOLER

Pasal 12

Untuk meningkatkan mulu dan dayé qguna kerja sarana demokrasi, maka kegiatan
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Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-iembaga Tinggi Negara harus dijamin dengan
Anggaran Belanja yang cukup.

Pasal 13

Hak Keuangan/Adminisiratif dan Kedudukan Protoko! dari Pimpinan/Anggota
Lembaga Tertinggi Negara dan/atau Lembaga Tinggi Negara diatur dengan Undang-

undang.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 22 Maret 1978

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETUA
ttd
ADAM MALIK

WAKIL KETUA WAKIL KETUA

ttd ttd
MASHURI S H. KH MASJKUR
WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA

tr td td
R KARTIDJO H. ACHMAD LAMO Mh. ISNAENI
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lutfil Ansori

NIM 02371334

Tempat, Tgl. Lahir  : Tuban, 13 Nopember 1984
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